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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of the internal control system and individual morality on the tendency to fraud in managing village funds in the Kumun Debai sub-district, Sungai Full City. The sample of this study was all employees of the village government head office of Kumun Debai Sub-District, Sungai Full City, totalling 72 people, who were determined by the full sampling method. Testing the research data was analyzed with multiple linear regression. This study found that the internal control system had a negative and significant effect on the tendency to fraud in managing village funds. Meanwhile, individual morality has no significant effect on the tendency of fraud in managing village funds. The magnitude of the influence of the internal control system and individual morality on the tendency of fraud in managing village funds is 40.5%.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa kecamatan kumun debai, Kota Sungai Penuh. Sampel penelitian ini yaitu seluruh pegawai kantor kepala pemerintahan desa Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh yang berjumlah 72 orang, yang ditentukan dengan metode full sampling. Pengujian data penelitian ini dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa. Sedangkan moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa. Besarnya pengaruh dari sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa yaitu sebesar 40,5%.
Kata Kunci: Fraud; Sistem Pengendalian Internal; Moralitas Individu; Dana Desa



Pendahuluan
Isu kecurangan (fraud) merupakan ancaman bagi organisasi, dan berbagai jenis praktiknya telah meluas yang menciptakan kekacauan selama berabad-abad. Meskipun berjuta upaya dan metode pencegahan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, ancaman kecurangan masih menjadi perhatian terbesar dalam menjalankan bisnis. Ilmu akuntansi yang semakin berkembang  mengikuti perkembangan zaman saat ini dapat memberikan kontribusi bagi organisasi namun juga berpotensi memberikan peluang bagi siapapun yang dapat melakukan tindakan kecurangan. kecurangan merupakan prilaku yang dilakukan dengan sengaja sehinggaomengakibatkan salah saji material dalamolaporan keuangan. Salah sajioyang muncul dari kecurangan pelaporan keuangan seperti Manipulasi, penipuan, perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari laporan keuangan sehingga laporan keuangan tidakodisajikan dalam semua haloyang material yang berdasarkan pada prinsipoakuntansi yangoberlaku umum (GAAP).
Dalam bidang akuntansi, kecurangan yaitu prosedur akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan entitas sehingga berdampak pada pelaporan keuangannya. Korupsi adalah kecurangan yang sulit dikendalikan dan tak terhindarkan karena berkaitan dengan kepentingan dan kekuasaan pribadi (Bowman & Gilligan, 2007). (Choi, 2018) mengungkapkan bahwa institusi yang lemah akan menjadi tantangan dalam pencegahan korupsi dan institusi yang lemah juga dapat menghambat kemajuan demokrasi dan berdampak negatif pada publik Inilah alasan mengapa pengendalian dan pencegahan korupsi bukanlah tugas yang mudah. Hal yang harus dilakukan adalah menciptakan akuntabilitas dan tanggung jawab budaya bagi lembaga yaitu melalui kesadaran untuk mengungkapkan kecurangan (Hende, 2001).
Di Indonesia, perhatian terhadap tingkat korupsi masih menjadi hal utama. Pada tahun 2021, korupsi di Indonesia menurut Transparency Internasional telah menyurvei mengenai korupsi kepada 180 negara. Organisasi non-Pemerintah tingkat global telah mengeluarkan hasil surveinya pada tahun 2021 bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia sebesar 38, atau hanya naik 1 poin dari pencapaian sebelumnya, dan masih jauh dari skor rata-rata global yaitu 43. (Prabowo & Cooper, 2016) mengungkapkan bahwa korupsi sulit diberantas di Indonesia karena lemahnya demokrasi dan kurangnya transparansi kepada masyarakat sehingga pemeriksaan tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif karena faktor perilaku dan budaya. Perilaku dan budaya korupsi dianggap sebagai biasa di kementerian Indonesia.
Menurut ICW, berbagai kasus korupsi keuangan desa setelah Covid-19 mengalami booming besar-besaran dibandingkan sebelum pandemi. Total kasus korupsi dalam anggaran desa pada tahun 2019 berubah menjadi 16,97% dari sebagian besar kasus korupsi dan bertambah pesat di tahun 2020 menjadi 26,04%. Tindak kecurangan tersebut membuktikan adanya pengabaian etika dalam profesi akuntansi khususnya dan pelaku bisnis pada umumnya. Rizani (2018) menyebutkan bahwa berbagai fenomena ini juga menggambarkan masih banyaknya pelanggaran dasar-dasar etika.
Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk menunjang pemerintah desa ketika melaksanakan berbagai program pembangunan yang berada pada desa tersebut, hal ini adalah wujud salah satu program untuk desa yang pemerintah pusat berikan (Arthana, 2019). Pemerintah berharap dengan adanya dana desa pelayanan publik bisa ditingkatkan menuju arah yang lebih baik, kemudian masyarakat desa bisa berdaya dan maju, serta yang sangat utama desa bisa sebagai subjek pembangunan. Selain menghitung hasil serta efek positif dana desa, hal penting serta perlu menjadi pokok pembahasan yaitu terkait permasalahan yang datang serta tantangan kedepan. Karena dana desa memiliki anggaran yang lumayan besar, dengan adanya hal tersebut pihak yang tidak bertanggungjawab sering menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok orang sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian (Masni & Sari, 2023).
Dana desa merupakan salah satu potensi yang sangat menggiurkan bagi oknum tertentu untuk melakukan tindakan korupsi, karena ruang lingkup daerah yang kecil dan terpencil sehingga dana desa sangat membutuhkan pengawasan dalam pengelolaannya. KPK mengajak Masyarakat ikut berpartisipasi mulai dari perencanaan dan pelaporan penggunaan keuangan dana desa. Koordinasi dan pengawasan terkait dana desa ini penting mengingat anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 cukup besar yaitu berjumlah Rp 68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia (setkab.go.id). Beberapa bukti kasus tindakan pidana korupsi dana desa di kota sungai penuh telah menyeret aparatur aktif maupun non aktif, misalnya Mantan kepala desa (kades) dan sekretaris Desa Air Teluh, Kota Sungai Penuh, Jambi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa Rp310 juta Tahun Anggaran 2017-2018 (www.merdeka.com). Selain itu, dugaan  korupsi penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) kecamatan Kumun Debai Tahun Anggaran 2017-2018. Dalam penggunaan Anggaran dana desa tahun 2017-2018 ditemukan tindakan melawan hukum dengan cara pembelian tanah untuk pembangunan gedung seni dan budaya. Namun kegiatan tersebut ternyata fiktif. Selain itu, penyidik juga menemukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dilampiri dengan bukti pertanggung jawaban (SPJ). Serta terdapat kekurangan volume terhadap beberapa pekerjaan fisik dan  kelebihan pembayaran honor lembaga-lembaga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dengan  taksiran kerugian sebanyak Rp. 310.919.002,10 (Metrotvnews.com).
Dari fenomena yang terurai diatas dapat diketahui bahwa banyak entitas pemerintahan yang bekerja secara tidak efisien. Kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah yang tidak efisien tersebut akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun masalah yang muncul adalah penyimpangan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan pada pengelolaan anggaran serta penyimpangan administratif lainnya yang diakibatkan karena lemahnya system pengendalian internal pada instansi pemerintah tersebut.

Tinjauan Literatur
Teori Fraud Triangle
Cressey mengatakan bahwa tindakan kecurangan dalam akuntansi dapat terjadi adanya 3 faktor yaitu pressure, opportunity, dan razionalization (MachadoIvan & Gartner, 2018). Tekanan dapat memunculkan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan mengenai kebutuhan keuangan sering dianggap sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya. Menurut (Zimbelman, Albrecht, Albrecht, & Albrecht, 2014) terdapat enam faktor utama yang dapat meningkatkan kesempatan yang dimiliki seseorangan untuk melakukan kecurangan yaitu pengendalian internal yang lemah, ketidak mampuan dalam menilai kualitas kerja, tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya akses terhadap informasi, pengabaian dan sikap apatis, dan kurangnya upaya untuk melakukan jejak audit. Kesempatan merupakan hal yang mendasar yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan lebih pada tiap-tiap bagian di sebuah perusahaan. Adanya kerangka kerja pengendalian yang efektif dalam organisasi dapat berfungsi mencegah dan mendeteksi kecurangan, serta menempatkan karyawan dalam posisi tertentu agar mereka tidak dapat melakukan kecurangan. Rasionalisasi merupakan pembenaran terhadap kecurangan yang dilakukan, seperti “semua orang juga korupsi” (Tuanakotta, 2014). Rasionalisasi sangat penting karena hal itu merupakan mekanisme yang memungkinkan individu beretika untuk membenarkan perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi dilakukan seseorang untuk mengeliminir inkonsistensi antara apa yang elah mereka lakukan dan apa yang seharusnya mereka lakukan (Zimbelman, Albrecht, Albrecht, & Albrecht, 2014).

Fraud
Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 mengatakan fraud  merupakan sebuah tindakan yang mengandung niat atau unsur kesengajaan yang dapat menguntungkan dirinya  sendiri atau orang orang lain, penipuan, manipulasi atau penggelapan, dan penyelahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara illegal yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa yang dilakukan oleh seorang atau lebih dari pihak yang bertanggangung jawab atas tata kelola, pegawai atau pihak ketiga. Kecurangan merupakan upaya memanipulasi yang secara sengaja dilakukan untuk mencuri harta atau hak pihak lain. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa fraud merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dilaksanakan secara sengaja dengan  tujuan memanipulasi untuk mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain. Indikasi terjadinya fraud dalam sebuah organisasi yaitu ditandai dengan adanya: 1) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atas dokumen pendukung lainnya, 2) Penyajian salah, 3) Salah penerapan prinsip secara sengaja, 4) ketidaktepatan aset.

Sistem Pengendalian Internal
(Rae & Subramaniam, 2008) mengatakan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Sistem pengendalian internal yang baik dicerminkan melalui: 1) Efektifitas dan efisiensi operasi, 2) Keandalan pelaporan keuangan, 3) Kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.
Implementasi  unsur  unsur  pengendalian  internal yaitu  adanya struktur  yang mampu memisahkan  tanggungjawab fungsional  secara  jelas  dan tegas,  sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang  memberikan perlindungan  unsur  laporan keuangan,  melaksanakan tugas  dan fungsi  unit  secara sehat  serta  mutu karyawan yang  mampu mengemban tanggung jawabnya  dapat  mengindari terjadinya  kecurangan (Putra, Basri, & Indrawati, 2021). Oleh karena itu dengan menerapkan sistem penendalian intern yang baik maka upaya untuk mencegah fraud desa desa semakin maksimal (Yusuf, Aswar, Ibrahim, Yusdhaniar, & Waty, 2021). Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan akuntansi. Sistem pengendalian intern yang memadai adalah apabila tidak seseorangpun yang memungkinkan baginya untuk membuat kecurangan dan melakukan kecurangan terus menerus tanpa diketahui dalam jangka waktu tertentu. Tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah dengan memperhatikan sistem pengendalian internalnya. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan terhadap pencapaian keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum (Anggara, Sulindawati, & Yasa, 2020).
H1: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Negatif terhadap Kecenderungan Fraud.

Moralitas Individu
(Ritzer & Douglas, 2007) mengatakan bahwa moralitas individu yaitu kemampuan memahami yang benar dan yang salah, artinya memiliki keyakinan tersebut, sehingga orang akan bersikap benar atau terhormat. Moralitas individu yang baik dapat dilihat dari indikator-indikator, seperti: 1) Disiplin, 2) Keterikatan dengan masyarakat, 3) Otonomi yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
Moralitas sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya penyelewengan atau Fraud  khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini dikarenakan jika seseorang memiliki moralitas yang baik maka penggunaan dan pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan (Biduri, Fitriyah, & Febriana, 2022). Semakin baik moralitas seseorang maka semakin baik pula sistem keuangan desa tersebut. Sistem keuangan desa dijalankan oleh manusia yang mana ketika seseorang memiliki moralitas yang baik maka ia memiliki rasa tanggungjawab dan menaati aturan yang berlaku ditempat ia bekerja. Hal ini berarti jika seseorang memiliki moralitas yang baik maka ia dapat menjalankan sistem keuangan desa tersebut dengan baik dan benar sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Fathia & Mirna, 2022). Seseorang yang memiliki moral yang baik tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat dan negara. Aparat desa yang memiliki moral yang baik tentunya tidak akan menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola dana desa. Artinya tidak akan menyelewengkan dana desa (Yusuf, Aswar, Ibrahim, Yusdhaniar, & Waty, 2021). 
H2: Moralitas Individu Berpengaruh Negatif terhadap Kecenderungan Fraud.


Metode Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengungkapkan pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap Fraud dengan menggunakan data informasi dam fenomena yang terjadi. Sampel penelitian yaitu adalah seluruh perangkat desa Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai penuh yang 72 orang. Pengambilan sampel penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode full sampling yaitu menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Data penelitian ini yaitu berupa data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian.

Teknik Analisis Data
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur arah pengaruh dari sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa. Hubungan antar variabel tersebut digambarkan melalui persamaan berikut:

Information:
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi	
KF	= Kecenderungan Fraud
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
MI	= Moralitas Individu
ɛ	= Error Term
	
Hasil dan Pembahasan
Hasil Uji Instrumen Penelitian
	
Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas
	Variabel
	Jumlah Item
	Keterangan

	Kecenderungan Fraud (Y)
	8
	Valid

	Sistem Pengendalian Internal (X1)
	10
	Valid

	Moralitas Individu (X2)
	6
	Valid


Sumber: Data diolah dengan SPSS.26
	
Dari tabel diatas, maka diketahui bahwa seluruh item pertanyaan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid. 
Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
	Variabel
	Cronbach’s Alpha
	Nilai Kritis
	Keterangan

	Kecenderungan Fraud (Y)
	0,867
	0,600
	Reliabel

	Sistem Pengendalian Internal (X1)
	0,645
	0,600
	Reliabel

	Moralitas Individu (X2)
	0,669
	0,600
	Reliabel


Sumber: Data diolah dengan SPSS.26

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai cronbach’s Alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel kecenderungan fraud, pengendalian internal dan moralitas individu dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
	Assymp.Sig
	α
	Keterangan

	0,200
	0,05
	Data Berdistribusi Normal


Sumber: Data diolah dengan SPSS.26


	Tabel 3 memberikan informasi bahwa adalah bahwa nilai residual berdistribusi normal. Ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari alpha.

Hasil Uji Heteroskedastisitas
	
[image: ]
Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Grafik scatterplot penelitian ini terlihat menyebar secara acak serta baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
	Variabel
	Tolerance
	VIF
	Keterangan

	Sistem Pengendalian Internal (X1)
	0,605
	1,654
	Tidak Terjadi Korelasi Antara Variabel Bebas

	Moralitas Individu (X2)
	0,605
	1,654
	


 Sumber: Data diolah dengan SPSS.26

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai tolerance sebesar 0,605 yang memiliki arti toleransi  > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,654 yang berarti nilai VIF < 10. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini, yang berarti tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (independen).

Analisis Regresi Linear Berganda
	Untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan analisis regresi linear berganda. Adapun hasil proses analisis data tersebut yaitu sebagai berikut. 
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
	
	Koefisien Regressi
	T hitung
	Signifikansi

	Konstanta
	-17,673
	
	0,001

	Sistem Pengendalian Internal (X1)
	-0,694
	-3,488
	0,000

	Moralitas Individu (X2)
	-0,122
	-0,202
	0,841

	Adj. R Square
	0,405
	
	



berikut:
Y = -17,673 – 0,098X1 + 1,222X2
	Nilai konstantas sebesar -17,673 (negatif) yang berarti apabila tidak terjadi perubahan sistem pengendalian internal dan moralitas individu, maka kecenderungan fraud yang dilakukan oleh perangkat desa di Kecamatan Kumun Debai sangat kecil (negatif). Sedangkan nilai koefisien regresi dari sistem pengendalian internal sebesar -0,694 (negatif) dan nilai thitung sebesar -3,488 dengan nilai signifikansi 0,000, maka Hipotesis 1 diterima. Artinya sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud, dengan kata lain semakin bagus sistem pengendalian internal maka akan meminimalisir kecenderungan fraud pengelolaan dana desa di Kecamatan Kumun Debai. Hasil pengujian hipotesis 2 menemukan bahwa nilai koefisien regresi moralitas individu sebesar -0,122 (negatif) dan thitung sebesar -2,202 dengan nilai signifikansi 0,841, maka hipotesis 2 ditolak. Artinya moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa di Kecamatan Kumun Debai. Adapun besarnya pengaruh dari sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa di Kecamatan Kumun Debai yaitu sebesar 40,5%.

Pembahasan
Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Fraud Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh
Hasil pengujian hipotesis di dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa sistem pengendalian  internal berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Jambi. Artinya sistem pengendalian  internal pada kantor pemerintahan desa Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai penuh tergolong baik, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendaian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berjalan dengan baik. Sehingga dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, maka kecenderungan fraud pengelolaan dana desa dapat diminimalisir. 
Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggara, Sulindawati, & Yasa, 2020); (Yusuf, Aswar, Ibrahim, Yusdhaniar, & Waty, 2021); dan (Biduri, Fitriyah, & Febriana, 2022) yang mengatakan bahwa fraud dapat dicegah melalui pembagian kerja yang tepat, struktur pengendalian yang baik, pemberian evaluasi akan kegiatan yang telah dilaksanakan dan pengawasan yang dilakukan dengan baik. Sistem pengendalian internal bisa sebagai penuntun & pengawasan pada sistem kerja yang telah disusun.

Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Fraud Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh
Hasil pengujian hipotesis didalam penelitian ini memberikan bukti bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan fraud. Pegawai kantor pemerintahan Desa Kecamatan Kumun Debai memiliki moralitas yang baik seperti disiplin dalam mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Moralitas merupakan suatu hal penting yang dapat mempengaruhi perilaku seorang individu (Hadi, Raharjo, & Wahidahwati, 2021). Seseorang yang memiliki moral yang baik tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat dan negara. Aparat desa yang memiliki moral yang baik tentunya tidak akan menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola dana desa. Artinya tidak akan menyelewengkan dana desa (Yusuf, Aswar, Ibrahim, Yusdhaniar, & Waty, 2021). Seseorang yang tidak bermoral cenderung akan bertindak untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan membahayakan orang lain. Salah satu motivasi individu dalam melakukan fraud  adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Individu dengan level penalaran moral rendah cenderung akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya (self-interest). Kondisi tersebut sesuai dengan yang ada dalam tingkatan level pre-conventional pada teori perkembangan moral. Jika instansi mempunyai moralitas individu pegawai tinggi, maka tidak akan mendorong aparatnya untuk melakukan tindakan kecurangan (Anggara, Sulindawati, & Yasa, 2020).

Kesimpulan 
1. Sistem Pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Artinya semakin baik sistem pengendalian internal, maka dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.
2. Moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
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